WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UUTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN KEPERLUAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar
Harga Satuan Keperluan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun
Anggaran 2025;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856):

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumalicra Ultara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6864);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneeia Nomor 3133);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor I8 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelelaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Preciden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar llarga Satuan Regional {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor [ 12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota
Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi
(Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 2);
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi
Tahun 2019 Nomor 8};
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WAL!I KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
KEPERLUAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwalkilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indoncsia selbagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

6. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingliat SHS adalah
harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu
daerah.

7. Peraturan Wali Kola adalah Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1} SHS meliputi:
a. Standar Satuan Harga;
b. Standar Biaya Umum;
c. Harga Satuan Pokok Kegiatan; dan
d. Analisis Standar Belanja.

(2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1} sebagaimana
tercantum dalam Lampiran i, Lampiran 11, Lampiran Il dan
Lampiran IV yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk pajak
dan biaya lain yang melekat pada belanja tersebut.

Pasal 4

(1) SHS digunakan dalam perencanaan, penganggaran dan
pelaksanaan APBD,



(2)

(3)
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Dalam perencanaan dan penganggaran, SHS berfungsi

sebagai:

a. Dbatas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

Dalam pelaksanaan anggaran, SIS berfungsi sebagai batas

tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam

pelaksanaan anggaran kegiatan.

Pasal 5

SHS ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi,
efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

(1)

(2)

(1)

(<)

(3)

(4

(1)

Pasal 6

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas
luar negeri diatur sesuai Kketentuan peraturan perundang-
undangan.
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas
dalam negeri diatur sesnai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau
kebijakan di bidang perencanaan dan pclaksanaan anggaran,
SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan
perubahan.

Jika harga barang/jasa yang dibutuhkan olch Pemerintah
Daerah tidak sesuai dengan harga pasar, maka pengguna
barang/jasa yang bersangkutan dapat melaksanakan
pembelian/pengadaan barang/jasa dimaksud setelah terlebih
dahulu mengajukan kepada tim penyusunan SHS.

Apabila terdapat pencantuman merek yang sulit dihindari
pada beberapa jenis barang tertentu pada SHS ini, maka hal
tersebut tidak bersifat mengikat, akan tetapi lebih merupakan
bahan vperbandingan terhadap produk yang memiliki
spesifikasi ataupun kualitas yang sama atau setara.
Perubahan SHS scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan wali Kota berdasarkan usulan
tim penyusun SHS.

Pasal 8

SHS Tahun Anggaran 2025 disusun dan ditetapkan dengan

asumnisi-asumsi sebagai berikut:

a. SHS adalah daftar harga dengan batas paling
tinggi/satuan penganggaran tertinggi berdasarkan hasil
survey harga pasar ditambah perkiraan inflasi,
perhitungan pajak dan jasa penyedia, dengan ketentuan
dalam sctiap pclaksanaan pengadaan barang/jasa harus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan;
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jenis barang/jasa yang tidak tersedia pada survey harga
pasar, digunakan informasi harga dari sumber-sumber
yang dapat dipercaya seperti informasi harga melalui
online, brosur-brosur resmi serta dengan menyertakan
surat pernyataan dari SKPD tentang survey harga barang
khusus dengan tetap memperhatikan efisiensi dan
efektifitas;

SHS merupakan pedoman acuan dalam Perencanaan dan
Penganggaran /Penyusunan Rencana Kegiatan APBD bagi
masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
dan

penggunaan SHS melalui proses pengadaan barang/jasa
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) SHS Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus dipedomani.

Pasal 9

Dalam hal terjadi keadaan darurat atau kahar pada pelaksanaan
pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan kenaikan harga
melebihi SHS, maka:

a.

b.

penetapan harga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan
kewajaran harga yang berlaku saat itu; dan

dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dilakukan
pendampingan/asistensi oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah sejak proses perencanaan sampai dengan
pembayaran.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Derita
Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA TEBING TINGQI,
ttd.

MOETTAQIEN HASRIMI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 Agustus 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

KAMLAN

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Siti Maei

/

Saragih



